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Warureja,-22Januari 2026

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tegal
di
SLAWI

SURAT PENGANTAR
NOMOR: ..900. /5D, . ~et/ 2026

No.||Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan Banyaknya ||[Keterangan

Berkas Permohonan Penyaluran ADD yang : :
ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada |2 (dua) Disampaikan dengan
1. . . hormat untuk dapat
pertama kali pengajuan penyaluran Desa bundel dinroses lebih anit
Kendayakan Tahun Anggaran 2026 P ot

NIP. 19680805 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA KENDAYAKAN

Alamat : JI. Raya Babadan — Kedungjati KM. 7, Desa Kendayakan Kec. Warureja Kab. Tegal KP. 52183
Laman :https://kendayakan.desa.id/, Pos-e: sony.kendayakan@desa.mail.go.id

Kendayakan, 20 Januari 2026
Nomor :400.10.2.4/ 003-2 / 2003

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada
pertama kali pengajuan penyaluran

Yth. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal
Cq. Camat Warureja
di

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Kendayakan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kendayakan Tahun Anggaran 2026, bahwa besaran ADD
sebesar Rp. 470.667.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh
Ribu Rupiah) dengan rincian:
1. PAD + PABF sebesar Rp. 455.917.000 (empat ratus limapuluh lima juta sembilan
ratus tujuh belas ribu rupiah).
2. Pagu Tambahan Penghasilan Tetap sebesar Rp. 14.750.000 (empat belas juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan permohonan penyaluran ADD

yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran, untuk
ditransfer ke:

« Bank: Bank Jateng
« Nomor Rekening: 2-175-01792-8
« Atas Nama: RKD Kendayakan
Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi
Kecamatan;

Fotokopi APB Desa tahun berjalan;

Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermeterai cukup;

Pakta integritas Kepala Desa bermeterai cukup;

Fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa;
Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai bendahara desa;
Fotokopi Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;

Fotokopi buku Rekening Kas Desa (RKD),

Laporan hasil inventaris aset desa Tahun 2025 dari aplikasi Sipades (Tanah,
Peralatan, Gedung, Jalan/Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya);

10. Laporan kekayaan milik desa Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;

11.Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;

12.SPJ ADD Tahun 2025; dan

13. Surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah
Desa dan BPD bermeterai cukup.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

©CENDANAGN




PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
Jalan AMD No 05 Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal,
Kode Pos: 52183 Telepon (0284) 3277022
Laman https://warureja.tegalkab.go.id

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKAS| DOKUMEN PERMOHONAN PENYALURAN ADD
Nomor: ..Q00 /.20 -2/ 202&

bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam ( 52 -01-2026), kami Tim Koordinasi Kecamatan Warureja, telah melakukan
verifikasi dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan
PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran Desa Kendayakan.

Berdasarkan hasil verifikasi dapat kami sampaikan bahwa dokumen tersebut di atas telah
lengkap dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
Rincian hasil verifikasi disajikan dalam Daftar Verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan
seperlunya.

Tim Koordinasi Kecamatan Warureja

INo|| Jabatan dalam Tim |[Nama / NIP

|Tanda Tangan

==
1 Penanggungjawab |ABDUL HOPIR, S.IP.
" |(Camat Warureja) NIP. 19680805 198903 1 013
2 Ketua KASNAWI, S.IP., MM
" ll(Sekcam Warureja) |INIP. 19770731 199703 1 003
Sekretaris
. : KOMARIASIH INDRIANI, S.IP M_
<5 ([')<aSI Pemerintahan NIP. 19760606 199803 2 003 o T ..ol
esa)
|__||Anggota I I |
1.YUSTINA BANI
4. ||(Kasi Pelayanan PURBANINGTYAS, S.Pt., MM. )\76‘ .........
Publik) NIP. 19770612 200901 2 004
)
/
. 2.TOVIK, S.STP., MM. 4
5. ||(Kasi Pemberdayaan ; ’
Masyarakat ) NIP. 19900425 201406 1 001
5. [l Pemenintahan, iy £p| HARTONO, S.1P., MM
. ||Ketentraman dan : ARG '
Ketertiban Umum) NIP. 19720623 199312 1 001




INo|| Jabatan dalam Tim |[Nama / NIP

|[Tanda Tafigan

Pemerintahan Desa)

7 |(Staf Kasi 4. ALI ASIKIN, SH
" [[Pemerintahan Desa) |NIP. 19770101 201001 1 005
8 (Staf Kasi 5. WAHYUDIN

NIP. 19781216 200801 1 005




DAFTAR VERIFIKASI
Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF
pada pertama kali pengajuan penyaluran

Desa: KENDAYAKAN

No.

Dokumen

Lengkap &
Sesuai (V)

Keterangan

Surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa
yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa melalui Camat.

|Fotokopi APB Desa tahun berjalan (2026). I

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa
bermeterai cukup.

. ||Pakta integritas Kepala Desa bermeterai cukup. “

Fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan
sebagai Kepala Desa.

Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang
penunjukkan sebagai bendahara desa.

Fotokopi Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)
Pemerintah Desa.

|IFotokopi buku Rekening Kas Desa (RKD). i

Laporan hasil inventaris aset desa Tahun 2025 dari
aplikasi Sipades, sebagai berikut:

a. Laporan hasil inventaris aset desa berupa tanah;

b. Laporan hasil inventaris aset desa berupa peralatan
dan mesin;

c. Laporan hasil inventaris aset desa berupa gedung
dan bangunan;

d. Laporan hasil inventaris aset desa berupa jalan,
irigasi dan jaringan; dan

e. Laporan hasil inventaris aset desa berupa aset
tetap lainnya.

(Verifikasi: Nilai total LHI sesuai dengan
LKMD/Siskeudes)

10.

Laporan kekayaan milik desa Tahun 2025 dari aplikasi
Siskeudes.

(Verifikasi: Nilai Aset Tetap sesuai dengan LHI aset
desa)

11

Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2025 dari ||

X\




No.||Dokumen

Lengkap &
Sesuai (V)

Keterangan

13.

Surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD
bermeterai cukup.

/

Tim Koordinasi Kecamatan Warureja

INo|| Jabatan dalam Tim [Nama / NIP

|Tanda Tangan

1.

Penanggungjawab ||ABDUL HOPIR, S.IP.
(Camat Warureja) NIP. 19680805 198903 1 013

Pemerintahan Desa) |NIP. 19781216 200801 1 005

, |[Ketua KASNAWI, S.IP., MM ;\/
" ||(Sekcam Warureja) |INIP. 19770731 199703 1 003 T
Sekretaris
. . KOMARIASIH INDRIANI, S.IP M

3. ||[(Kasi Pemerintahan NIP. 19760606 199803 2 003 T (v
Desa)

|_|Anggota I I |

1.YUSTINA BANI .

4. |I(Kasi Pelayanan PURBANINGTYAS, S.Pt, MM. || & /M.

Publik) NIP. 19770612 200901 2 004 |
. 2.TOVIK, S.STP., MM. , /

5. |(Kasi Pemberdayaan ’ ’ 5/%)
Masyarakat ) NIP. 19900425 201406 1 001 ,
(Kasi Pemerintahan, |3 £p) yARTONO, S.1P., MM. =

6. ||Ketentraman dan NIP. 19720623 199312 1 001 || S Mo
Ketertiban Umum) ’

/,
- (Staf Kasi 4. ALI ASIKIN, SH 7
" ||Pemerintahan Desa) ||NIP. 19770101 201001 1 005 R A ’_‘\'
8 (Staf Kasi 5. WAHYUDIN




KEPALA DESA KENDAYAKAN

KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KENDAYAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDAYAKAN

Menimba
ng

Menginga
t

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1

KEPALA DESA KENDAYAKAN

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

- dan kemandirian sehingga menciptakan landasan

kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa Kendayakan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendayakan
Tahun Anggaran 2026.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



10

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor ... Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun
2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal
Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa;



24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa,;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,;
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
keuangan Desa,;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyususan APBdesa Tahun 2026;
Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta
Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten
Tegal Tahun 2026;

Peraturan Desa Kendayakan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Kendayakan Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal (Lembaran Desa 1 Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Desa Kendayakan Nomor 9 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDesa) Tahun 2025 - 2032 Desa
Kendayakan Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;
Peraturan Desa Kendayakan Nomor 2 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa
Kendayakan (Lembaran Desa Kendayakan Tahun
2019 Nomor 2).

Peraturan Desa Kendayakan Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Brayan
Jaya" Desa Kendayakan (Lembaran Desa Kendayakan
Tahun 2018 Nomor 8)

Peraturan Desa Kendayakan Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)



Desa Kendayakan Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDAYAKAN
Dan
KEPALA DESA KENDAYAKAN

MEMUTUSKAN
Menetapk : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
an DAN BELANJA DESA KENDAYAKAN TAHUN ANGGARAN
2026
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendayakan Tahun Anggaran
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.792.379.200,00
2. Belanja Desa Rp 1.875.929.442,00
Surpuls/Defisit Rp (83.550.242,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 88.550.242,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Rp 0,00

Perhitungan Anggaran

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa;

Daftar Penyertaan Modal;
Daftar Dana Cadangan;

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

0.0 oTp

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.
Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan  kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.



(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a.

0.0 o

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan
berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a.

b.

c.

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan

kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Kendayakan.

... Ditetapkan di : Kendayakan
Pada tanggal : 31 Desember 2025

X E

I
20 KAB(
AR,

. Kendayakan
: 31 Desember 2025



LAMPIRAN

PERATURAN DESA KENDAYAKAR
NOMOR %2 TW 205
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#
10U
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KENDAYAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK URAIAN AN?‘;:’)‘AN KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 237.800.000,00
4.2, Pendapatan Transfer 1.547.079.200,00
43 Pendapatan Lain-lain " 7.500.000,00
JUMLAH PENDAPATARN 1.792.379.200,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 591.760.880,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 491.269.945,00
5.3. Belanja Modal 741.650.000,00
5.4 Belanja Tidak Terduga 51.248.617,00
JUMLAH BELANJA 1.875.929.442,00
SURPLUS / (DEFISIT) (83.550.242,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 88.550.242,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 88.550.242,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 83.550.242,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Printed by Siskeudes 31/12/2025 15:04:20
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LAMPIRAN
PERATURAN DESA KENDAYAKAN

NOMOR

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KENDAYAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL
KODE
B s URAIAN AN(?‘;‘;R)AN SUMBERDANA
1 2 "~ 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 237.800.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.547.079.200,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 7.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.792.379.200,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 882.613.225,00
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 688.642.303,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 101.510.000,00 | ADD, PAD
1.1.01 | 5.1, Belanja Pegawai 101.510.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 432.750.000,00 | ADD, PAD
1.1.02 | 51, Belanja Pegawai 432.750.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.730.880,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 19.730.880,00
1.1.04 gedr}lygediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 30.253.423,00 | ADD, PBH
1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.253.423,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 36.720.000,00 | ADD
1106 | 51 Belanja Pegawai 36.720.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 1.164.000,00 | ADD
m, Listrik dll)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.164.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 48.564.000,00 | ADD
1.1.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 48.564.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 11.200.000,00 | pDS
a
1.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00
1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW 6.750.000,00 | ADD
1.1.90 | 5.1, Belanja Pegawai 1.050.000,00
1.1.90 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 36.955.672,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 36.955.672,00 | DLL, PAD, PBH
1.2.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.805.672,00
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Reﬁzzfnc URAIAN AN(?‘;‘;R)AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5

1.2.01 | 53, Belanja Modal 33.150.000,00

1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 16.989.000,00
dan Kearsipan

1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 11.389.000,00 | ADD, DDS

1.3.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 11.389.000,00

1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 5.600.000,00 | pps

1.3.05 | 5.2 Belanja Barang.dan Jasa 5.600.000,00

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 69.134.000,00
dan Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 11.280.000,00 | pps
Reguler)

1.4.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.280.000,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.662.000,00 | DDS

1.4.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.662.000,00

1.4.04 ?Zﬂ;/usunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 3.692.000,00 | pDS

1.4.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.692.000,00

1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 3.542.000,00 | ppbs

1.4.05 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.542.000,00

1.4.06 Per)yusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan 10.000.000,00 | PAD
gan

1.4.06 | 52. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.4.07 F'er;(yutvsunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 5.200.000,00 | ADD, DDS
araka

1.4.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 24.428.000,00 | DDS

1.4.08 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 24.428.000,00

1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan 8.330.000,00 | ADD
& BPD

1.4.10 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.330.000,00

1.5. Sub Bidang Pertanahan 70.892.250,00

1.5.04 Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 8.084.000,00 | PBH

1.5.04 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.084.000,00

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 8.821.000,00 | PBH

1.5.06 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.821.000,00

1.5.91 Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 53.987.250,00 | PBH

1.591 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 53.987.250,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 859.530.000,00

2.1. Sub Bidang Pendidikan 39.550.000,00

2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De 29.800.000,00 | pDS
sa (Honor, Pakaian dil)

2.1.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00

2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 9.750.000,00 | DDS

2.1.10 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 49.960.000,00

Printed by Siskeudes 31/12/2025 15:04:38

Halaman 2




KODE

URAIAN

ANGGARAN

REKENING = SUMBERDANA
1 2 3 4 5

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Klis Bumil, Lamsia, Insentif) 46.000.000,00 | DDS

2202 | 52, Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00

2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka 3.960.000,00 | pDS
der Kesehatan dll)

2203 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 727.200.000,00

2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 20.200.000,00 | PAD

2.3.06 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00

2:3:11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 107.000.000,00 | pps
Permukiman **)

2311 | 53. Belanja Modal 107.000.000,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 600.000.000,00 | PBK, PBP

2312 | 5.3. Belanja Modal 600.000.000,00

24. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 42.820.000,00

2.4.09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 1.320.000,00 | pos

2409 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00

2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/PenIngkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 41.500.000,00 | pDDS

2415 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

2415 | 53, Belanja Modal 1.500.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 65.201.400,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 34.100.000,00
Masyvarakat

3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 34.100.000,00 | DDS

3.1.01 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 34.100.000,00

3.2, Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 4.275.000,00

3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU 4.275.000,00 | DDS
T RI, Raya Keagamaan dll)

3.203 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.275.000,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3.000.000,00

3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 3.000.000,00 | DDS

3.3.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 23.826.400,00

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 2.800.000,00 | pps

3.4.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00

3.4.03 Pembinaan PKK 18.626.400,00 | DDS

3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 18.626.400,00

3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 2.400.000,00 | pps

3.4.04 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 17.336.200,00

4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5.951.200,00

Printed by Siskeudes 31/12/2025 15:04:38

Halaman 3




Kane URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 5
4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet 5.951.200,00 | pps
ernakan
4.2.05 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 5.951.200,00
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 11.385.000,00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 11.385.000,00 | DLL, PBH
4.3.02 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 11.385.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 51.248.617,00
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 12.848.617,00
5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana 12.848.617,00 | DDS
51.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 12.848.617,00
5.2 Sub Sidang Keadaan Darurat 38.400.000,00
5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 38.400.000,00 | pDS
5.2.00 | 5.4, Belanja Tidak Terduga 38.400.000,00
JUMLAH BELANJA 1.875.929.442,00
SURPLUS / (DEFISIT) (83.550.242,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1, Penerimaan Pembiayaan 88.550.242,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 83.550.242,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
By —————————

™,

/ w5 MABU KENDAYAKAN, 31 December 2025
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA

DESA KENDAYAKAN

Alamat : JI. Raya Babadan — Kedungjati KM. 7, Desa Kendayakan
Kec. Warureja Kab. Tegal KP. 52183
Laman : https://kendayakan.desa.id/, Pos-e: sony.kendayakan desa.mail.go.id

E

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUNARSO

Nomor KTP : 3328172706700001

Jabatan : Kepala Desa Kendayakan

Alamat . Dk. Kendayakan RT 04 RW 01 Desa Kendayakan

Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kendayakan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk memenuhi tujuan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp.
470.667.000,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari
Pemerintah Kabupaten Tegal :

1. Bertanggung jawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan
Alokasi Dana Desa Tahun 2026.

2. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan hasil kegiatan secara tertulis dalam
bentuk lapoiran realisasi Penggunaan Keuangan ADD dan SPJ ADD kepada Bupati c.q
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap bulan.

3. Apabila di kemudian hari diketahui menjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan penuh
kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kendayakan,  Januari 2026

| EDAGAS

e



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA KENDAYAKAN

Alamat : JI. Raya Babadan - Kedungjati KM. 7, Desa Kendayakan
Kec. Warureja Kab. Tegal KP. 52183
Laman : https://kendayakan.desa.id/, Pos-e: sony.kendayakan@desa.mail.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  H. SUNARSO

Nomor KTP : 3328172706700001

Jabatan :  Kepala Desa Kendayakan

Alamat : Dk. Kendayakan RT 04 RW 01 Desa Kendayakan

Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kendayakan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk memenuhi tujuan

transparansi dan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp.
470.667.000,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
dari Pemerintah Kabupaten Tegal :

1.

w

Akan mempergunakan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 ini untuk kegiatan yang telah
direncanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 58
Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan
Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026;

Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada KKN;

Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai
suap dan/atau gratifikasi;

Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat
indikasi praktek KKN; dan

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung

Jjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

r————

Kendayakan,  Januari 2026




BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 400.10/ &%  TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdri. KOMARIASIH INDRIANI, S.IP. DARI PENJABAT KEPALA
DESA KENDAYAKAN KECAMATAN WARUREJA DAN PENGANGKATAN CALON
KEPALA DESA TERPILIH Sdr. SUNARSO SEBAGAI KEPALA DESA KENDAYAKAN

Menirhbang

Meningat

KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I
Kabupaten Tegal telah dilaksanakan pada tanggal 11
Oktober 2023;

. bahwa berdasarkan surat Ketua Badan Pemusyawaratan

Desa Kendayakan Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal
nomor 11/BPD.Kdy/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023
perihal Laporan Hasil PILKADES dan Usulan Pengangkatan
Calon Kades Terpilih Tahun 2023 dan surat Camat
Warureja nomor 141/48/1031/2023 tanggal 23 Oktober
2023 perihal Laporan Pelaksanaan Pilkades dan
Permohonan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan
Kades Terpilih;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Bupati
Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, perlu
mengesahkan dan mengangkat Cailon Kepala Desa Terpilihi
Desa Kendayakan Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian  Sdri.
KOMARIASIH INDRIANI, S.IP. dari Penjabat Kepala Desa
Kendayakan Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dan
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. SUNARSO
sebagai Kepala Desa Kendayakan Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pementukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
' 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala |
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015
ptentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan hormat Sdri. KOMARIASIH INDRIANI,
S.IP. dari jabatan Kepala Desa Kcndayakan Kecamatan
Warureja Kabupaten Tegal.

Mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. H. SUNARSO
sebagai . Kepala Desa Kendayakan Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal.

Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana Diktum KEDUA
adalah 6 (enamj tahun sejak tanggal pelantikan.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa adalah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa,
dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan
penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan penerimaan lainnya
yang sah dan besarannya ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kendayakan Kecamatan
Warureja.

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Tegal
Nomor 400.10/855 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sdr.
RASIUN dari Jabatan Kepala Desa Kendayakan Kecamatan
Warureja dan Pengangkatan Sdr. KOMARIASIH INDRIANI,
S.IP. Sebagai Penjabat Kepala Desa Kendayakan Kecamatan
Warureja Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pedatanggal 5 Desember 2005




BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 100.3.3.2/ gl2 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN MASA JABATAN Sdr. SUNARSO

SEBAGAI KEPALA DESA KENDAYAKAN KECAMATAN WARUREJA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TEGAL,

bahwa guna mewujudkan Desa menjadi lebih maju,
mandiri dan sejahtera perlu meningkatkan kinerja
Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan masa
jabatan Kepala Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 118
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka masa jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Bupati tentang Penambahan Masa Jabatan Sdr. SUNARSO
sebagai Kepala Desa Kendayakan Kecamatan Warureja;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang; '
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk Hukurn Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

: Menambahkan masa jabatan Sdr. SUNARSO sebagai Kepala

Desa Kendayakan Kecamatan Warureja selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor : 400.10/855 Tahun
2023 tentang Pemberhentian Sdri. KOMARIASIH INDRIANI,
S.IP. dari Penjabat Kepala Desa Kendayakan Kecamatan
Warureja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr.
SUNARSO sebagai Kepala Desa Kendayakan Kecamatan
Warureja Kabupaten Tegal.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

ggal O% Jum 201(,
U P42




KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
PEMERINTAH DESA KENDAYAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENDAYAKAN
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKKAN BENDAHARA DESA

DESA KENDAYAKAN KECAMATAN WARUREJA TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDAYAKAN,

Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 perlu
menetapkan Bendahara Desa;

Bahwa Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,
berasal dari unsur perangkat desa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Penunjukkan Bendahara Desa Dalam Rangka Pelaksanaan
APBDesa Kendayakan Kecamatan Warureja Tahun Anggaran 2026.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana teah diubah dengan Undng-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tegal,;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa,;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menunjuk Sdr. Eli Dewi Riani, SE jabatan Kaur Keuangan sebagai

Bendahara Desa Kendayakan Kec. Warureja Kab. Tegal Tahun Anggaran
2026

Bendahara Desa bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
desa dan pengeluaran belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDes 2026

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendayakan
Tahun Anggaran 2026

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendayakan
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2

PERHATIAN

Pemagang Rekening Tabungan Bima sesuai Formulir Aplikasi Pembukaan Rekenmg yang telah ditand ikatkan diri,
menerima, tunduk dan taat pada p peraturan, syarat: t dan k yang berlak dn Bank sevta ketentuan
peraturan perundangan lainnya, ;
‘Ketentuan tentang Passbook/ Buku Tabungan Bima

a. Passbook/ Buku Yabungm wajib dibawa saat melakuk k ikan Dana Tunai/ Non Tunai di Kantor Bank tempat

membuka rekening atau Kantor Cabang fainnya dan menunjukkan asll bukti identitas diri (KTP-el / Paspor) yang sah dan masih
berlaku.
b. Passbook/ Buku Tabungan yang telah habis catatan halaman transaksi dapat diganti dengan yang baru tanpa dikenakan biaya.
<. Penyalahgunaan Passbook/ Buku Tabungan oleh pihak ketiga menjadi risiko/ tanggungjawab penabung sepenuhnya.

. d. Jika Passbook/ Buku Tabungan hilang agar segera memberitahukan kepada Bank. Untuk penggantian Passbook/ Buku Tabungan

- yang hilang/ rusak atau yang dipersamakan dikenakan biaya Rp10.000,00.
e. Bank tidak bertanggung jawab terhadap Passbook/ Buku Tab yang dititipkan kepada Petugas Bank.

f. Pemegang Rekening wajib menyerahkan bukti identitas diri (K’I"P—el / Paspor) yang sah dan masih berlaku pada saat meng»alukan
; Bank

pembukaan rekening dan wajib mengganti bukti identitas diri apabila telah habis masa berlak serta p P
apabila terjadi perubahan alamat/ tanda tangan.
g. Pemegang Rekening pilihan menggunakan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card sesuai yang dikehendaki.

h. Segala sesuatu sebagai akibat penggunaan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card yang tidak sesuai ketentuan bukan tanggung jawab

Bank.
. Apabila terdapat perbedaan catatan saldo antara Passbook/ Buku Tab dengan saldo buk Bank, maka yang
dipergunakan sebagai saldo yang sah adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

SANDI TRANSAKSI

S

ORIt oo

1000 = Setora Tunai

1004 = Setoran Pindahbuku ATM
1005 = Setoran Kliring

1007 = Pengkreditan Umum
1008 = Pemindahbukuan Kredit
1010 = Transfer Masuk

1051 = Pembay Bunga Tabung
1101 = Pencairan Bunga Deposito
1105 = Pembayaran Deposito
1200 = Pencairan Pinjaman

5000 = Penarikan Tunai

5004 = Penarikan Pindahbuku ATM
5005 = Penarikan Kliring

5007 = Pendebetan Umum

5008 = Pemindahbukuan Debet
50857 = Pajak Bunga Tabungan
5058 = Biaya Administrasi Bulanan
5066 = Biaya Layanan BPD Card
5100 = Penempatan Deposito
5200 = Angsuran Pinjaman

ATM =Tarik Tunai ATM Bank
POBC = Purchase EOC BCA
WIBC = Tarik Tunai ATM BCA
CPBC = Biaya Tarik ATM BCA
CANI = Transfer ATM Issuer C
CARI = Reverseal Biaya

DATI = Transfer ATM Issuer D
DAFi = Transfer ATMB D
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